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ABSTRAKSI
TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASINEGARA TENTANG PRRANAN BADAN
KOORDINASI KRELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) UNTUK
MENINGKATKAN KESEJAHTERAANRAKYAT SESUAIDENGAN
KBPPRES NO.64 TAHUN 1983

( Stady Kacas Pada Kantor BKKBN Kota Medan)

Oleh:

Negara Indonesia adalah salash eatv negara berkembang yang memiliki masalah
peiumbuhan penduduk yang sangat tinggi, apabila pestumbuhan penduduk ysng tmggi
tersebut tidak segers ditekan maka alan mengginggu selmuh program pembangunan
pasional yang telsh digaiskan sebelumnya. Sesuai dengan Tujuan Nasional yang
tercantum dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 antara lain
menyebutkan : “... Pemenmtah negma Indopesia yang melindungi segensp bangsa
Indonesia dan selwuh tumpeh daah Indonesia dan untuk memajukan kesejahterasn umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dae ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasaricm kemerdskaan, perdamaian abadi dap keadilan Bosial ...... u

Untuk depat mencapai tujuan tersebut maka program pemerintab harus dapst
meougarah kepada tujuan yang almn dicapai ¥rsebut, sesuai deagap hal tersebut di atas

salah satlunya edalah program Keluaiga Berencana (KB), sebab dengan Keluarga
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Berencana dapat meneloan angka kelab irandan dapat mengontrol kesehatan Ibu dan anak
sesua1 dengan yang dikehendaki.

Untuk melaksanakan program tersebul pemerintah melalui Keppres No. 64 Tabun
1983 membentuk Badsen Koordinasi Keluarga Betencana Nagional (BKKBN) dart tingkat
pusat sampat di seluruh wilayzb Kabupaten/Kota di Indonesia.

BKKBN Kota Medan salab satu aparat yang berwenang melaksagakan program
Keluarga Berencana, berupaya senantiasa untuk dspat mencapai target yang telab
ditetapk am, ustuk dapat mencapai serget tersebut maka BKKBN Kota Medan mengedakan
kerja sama dengan beberapa iostansi dan lembaga masyarakat yang ada di Kota Medan,
sebab dengan kerja sama tersebut dapat diharapkam angka kelahiran dapst ditekan
seminimai mungkin dan dapat meningkatkan hesejahteraan keluarga peserta KB dengan
beberapa program ke arah itu.

Pembinaan keluarga berencana im tidak hanys terbatas pada pembinaan ibu dan
anak sewats;, akan tetapi perkembangan anak tersebut dibina sampai anak tersebut
meancapai vsia rema)a, sebab perkembangao usia anak pada e&al remaja adalab merupakzn

masa yang sangat rawen dan harus perlu dipeitatikan oleh Pemerintah.
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DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN MAHA
PENYAYANG

Terlebih dabulu penulise memanjatkan puji syukur ke hadirat Allab SWT yang
telah membenkan Rabmad, taufiq, hidaysh dan inayshNya sehingga penulisan
skripsi ini dapat terselesatkan.

Juga teniring salam dan ghalswat divcapksn kepada Nabi Muhammad SAW,
yang telab memberikan petunjuk kepada penulis kepada aqidah yang murmi yaitu
Agama Islam.

Skripsi ini ditwlis dalam rangka melengkapi tugas akhir urtuk memenuhi
pereyzatep memperoleh gelar Smjaa Hukum (SH) pada Fakules Hukum
Universitas Medan Asea Bertiik tolak dani tugss lereebut, maka penulis memilih
pembahasan dengan judul :

TINVJAUAN HUKUM ADMINISTRAS! NBGARA TENJANG PERANAN
BADAN KOORDINAS) KELAURGA BERENCANA (BKKBN) UNTUK
MENINGKATKAN KESEJANTEBRAAN RAKYAT SESUA! DENGAN KEPPRES NO.
64 TAHUN 1983 (Study Kasus Pada Kantor BKKBN Kota Medan).

Dalam penuliesn skripsi ini, peowlis menyad®» bshwa masih terdapat
beberapa hekwangan baik dari segi penguasasn materi, analisa masalah maupun
pada susmnan tata bahasanya Oleh karens it pada beseumpatan 1y penulis
menghwupkan kritik dap saren dari semua pihak yang sifatnya komstruktif guna

teveapaioya kebeaaran 1tmish
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BAB 1

PENDAHULUAN

Pada alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dapat disemut
Tujuan Nasional yaitu melindungi eegenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia, memajukan kesejahleraan vmum, mecerdaskan kebidupan bangza
dan ikut melakzmnakap ketertiban dunia yang berdasarican ke mendekaan, perdammian
sbad dan keaditan sosial.

Untuk mewujudkan hal tersebut di stas maka Pemerintah senamtiasa
meogadakan beberupa perbaikan-perbaikan program pembangunan, yang dapat
dib@a@pkan mampu mewsjudkan tujuan nasional tersebut. Hakikat Pembangunan
nasional adalah membangun masyarakat Indonesia seutubnya, yang dapat berhasil
guna dan berdaya guna untuk menmgkatkan harkat hidup ke tingkat yang lebih baik
dengan segala aspek hehidupan lahir dan bathin.

Dalan melak=unalmn pembangunan tersebut, faktor penduduk selain
menpalma modal dasar juga merupakan faktor domiran yang dapat menjaga
keselarasan dan keseimbangan kesatuan politik, sosial, budaya, ¢konomi dan
pertahanan keamanan Dengan demikian pembanguazn kependuduksn merupaian
bagian yang tidak dapat terpisahken dan program pembangunan sasiopal bangsa
Jndonesia, sehingga dalam hal im faktor pevtmbuhan penduduk yang aangat pessd
adaleh salah satu masalah nasiosal yang patwt untuk segere diperhatikan Kareaa
pertumbuhan perduduk yang sangat pesat dapat menglmmbat program pembangunan

itu gendin.
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Akbat yang dapat ditimbulkan dengan pertumbuhan penduduk yang pesat
tersebut, aban mepimbuliean berambabaya jumlah pengangguran, eebagai akibat dani
kurangnya fasilitas penampungan %epags kerja, selnngga dengan sendirinya akan
menimbulkan angka kemiskinan yang beihepanjangan dan mengakabatkan keadzan
esehatan yang kurang meynimalem dan akibat-akibst yang lainnya.

Untuk itulah maka Perrerintah sebaga) penyelenggm'a administrasi negwra
melaksanakasn fungsinya, dalam hal ini menurat Prof. DR. MR. Prajudi Atmosudirjo
meagalakao : Administrasi cegara menjslanken (edministrasi), menjalanken tugase
administrasy (adminietrasi beschilang) yang bersifit individual, kasual, @knual
leknia penyelenggaram, dan tindakan administratif yang bersifat organiamsional,
informasional (tata usaba) atan operasiopal.’

Selusbungan dengan hal to3ebed di adan, maka Pemevuttah Indonesia telah
memprogamkan dan memperiszaalican Keluarga Berencana (KB), ecbab program ini
tidak terlepas dari Pembangunan Nasional Indoncsia, dimwana program keluarga
bereocena diletakan kepada Badan Koordinasi Kelumge Berencana Nasionsl
Indooesia yang eelalu disingkal demgan sebutsn BKKBN, adslah suatu Lembaga
Pemerintah Non Depaitemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Presiden Repoblik Indonesia

'Prajudi Atmosudifjo. Hukum Adminiswasi Negara, PN Ghalia, 198! hal 17.
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A. Peogertian dan Penegasan Judul
Dalam penulisanr suztn harya ilmiab pengertian dan penegesan judul
@evupakan pe ocermimmp daripada isi uraian materi secara menyeluruh, kareaa judul
tidak saja merupalmn kalimat singlat dan terang almn tetapi lebih dari itw Judul
acvupakan inti pokok dari semua uraian yang dibag: ates beberapa bab, selenjuinya
bab-bab tersebut dibagi pula dalam beberaps =aub bab, yang secaa kesehwuban
merupakan sualu kesatusn mate rentai yang tidak dapat terpisahksn antara satu
dengan yang lainoya Demikian pula halnya dengan judul skripsi imi yaitn
Tinjauan Hukum Administras Negara Tentang Peranan Badan K oordinasi
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Untuk M eningkatkan Kesejahteraan
Rakyat Sesual Dengan Keppres Na 64 Tahun 1983 (Study Kasus Pada Kantor
BKKBN Kaa Medan).
- Tinjaugsp adalah mempelajari dengrn cevindt; memerikss untuk memahsmi dan
sebasainya.’
Hukum Admicistras) Negma ada)eh keseluruhan ehwrap hukum yang menentukan
caa bagmamma pegma sebagai penguasa menialenkan usabs-usaha untuk
memenuh: tugas-tugas atan cara bagaimana peaguasa itu seharusnya bestiaghkab

laku dalemn mengusehakam W’mgasnya3

*Depdrkbud, Kamus Besar Bahass Indonesia. Edist Kedua, PN
jakarta, 1995. hal 1060.

'JCT. Simorangkir, Kamus Hukum, Aksara

Balai Pustaks

Basu, jakana 1983.hal 78.
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- Peranan kedudukan seseorang berdasarkan ketentizan yang beriaku ¢

- Badan Kesejaleraan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga
pemerigtah non departe men yang bekedudukan di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Presiden (Pasal 2 Keppies No. 64 Tahun 1983).

- Meningkathan Kesejahteraan Rakyat adalah suatu upaya untuk mewnjudien
Tujuan Nasional yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-
undang Dasar 1945.

- Keppres No. 64 Tebun 1983 tentang Badan Koordinasi Keluwga Berencana
Nasional, yang ditetapkan di Jakarts pada anggal 20 Degember 1983.

Dari keselruban pengertian kalimat-kalimat yang ada pada judul tersebut
maka dapat dirangkum pengettiannya adalah mempelajmt dengan cermat sesvai
dengsn ahsan hukum, bagaimana penguasa tersebut menjalankan tugas-tugasnya
kedudukan lembaga non departemen yang mengwusi program heluarga bereocana
untuk meoi agkatican besejabteraan rakyat

B. Alasap Pemilihsn Judut.

Dalan mengusahakan untuk dapat mengurangi engka kelsbiran dan juga
mengurang: jumlah kematian ibu melabirkan, maka Pemerirtab Indonesia berusaba
meningkatkan pengetshuan dan kesejahterasn bagh ibuibu pasangan usia subur,
scbub dengzo melalui progran Keluags Beyencana (KB) dihmapkan mampu
e aingkatkan Yesejshleraan keluarganya

* Depditbud, Op cit. hal 172.
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Dengan meningkatnya kescjalileraan keluarga masing-masing pesesta
keluarga berencana maka dengan sendirinya dapat meningkatkan kesejaiteram
Rakyat Indonesia secara keselwuhan Meningkastkan kesejshteraan rakyat Indonesia
merupakan Tujuan Nasional yang tercantum dajam slinea keempat Pembukasn
Undang-undang Damer 1945, tujusn tereebut adslsh aenakaa kewayiban
Pemerintah untuk dapat mewujudkannya

Agar dapat tevcapay Grjusn-taqan yang dimsksod msle Pemerintah Indonesia
melalu Keputusan Presiden No. 64 Tahun 1983 tenteng Badan Koordinasi Keluarga
Berencana Nasional, dibarspkae mampu mewujudkan Tujvan Nasioml yang
tercantum dalam alines lieempat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 tersebut.

Sehingga untuk dapat menjamin tingkat kesejahteramn 1akyat yang memadai,
dipandang perlu memperceps) penwumn (ingkat kelahiren agar lebih menggiatkan
dan mengefcktifkan koordinasi dan pengikut eertaan unsur-unsur yaog bersangkutan
di kulmgay umsyarsksd manpun Pememntah ke arah tevwojudnya essman yang
ditetapkan dalam program pembangunan nasional.

Sehingga deagan pengendalian pertambahan penduduk di Indopesia malm
akan lebih mudah untuk mewujudkan tujuan tersebut, kemudian tingkat leesehatan

dan keeejalteraas ibu dan anak dapat lebih —-

C. Permasalahan
Pada masa sekarang ini terlihat berbagai masalah yang timbul sebagesi akibat
pertumbubhan penduduk yang sangst pesat menunmiut penyediasn lapangan kefja,

fasilitas pendidiksn, perumshan dan kesahatzn Apabila pertambahan penduduk
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